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ABSTRAK 
Jaminan persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan untuk pemeriksaan kehamilan, 
pertolongan persalinan, pemeriksaan nifas, termasuk  pelayanan KB setelah persalinan dan 
pemeriksaan bayi baru lahir yang biayanya dijamin oleh pemerintah. Namun dalam pelaksanaan 
pelayanan Jampersal memiliki hambatan-hambatan, untuk itu perlu dievaluasi mengenai implementasi 
di lihat dari input, proses dan outputnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Informan 
didapat dari purpossive sampling sebanyak 8 informan. Hasil penelitan diperoleh data untuk Input 
yaitu, sumber daya manusia untuk program Jampersal masih kurang memadai karena masih 
kurangnya tenaga kesehatan yaitu bidan, belum pernahnya diadakan pelatihan Jampersal. Sarana 
penunjang cukup baik hanya buku pedoman Jampersal yang belum ada. Lambatnya pencairan dana 
Jampersal pertahunnya. Dari proses yaitu, komponen proses data base peserta dan system pelaporan 
cukup baik, namun tahap pelayanan dapat dikatakan masih kurang karena adanya permasalahan yaitu 
masalah lambannya tindakan medis oleh tenaga kesehatan pada saat akan melakukan partus. Pada 
Output program Jampersal sudah memenuhi target walaupun untuk cakupan K4 yaitu 95% masih 
dibawah standar nasional yang belum memenuhi target. 
Kata Kunci :Implementasi, Jampersal, Input, Proses, Output  
ABSTRACT 
Childbirth insurance is an insurance that assures regular pregnancy checkup, childbirth 
assistance, post-partum checkup, including family planning program (KB) service after the childbirth 
and the newborn baby checkup of which cost is guaranteed by the government. However, the actual 
practice of this program has met several obstacles, thus it needs to be evaluated in its implementation 
considering the input, process and the output. This kind of research is a descriptive one. The 
informants were taken by applying purposive sampling and there are eight informants taken by 
applying the sampling method. Based on the research, the researcher got some data for the three 
aspects namely input, process and output. By analyzing the data for the Input, it can be concluded 
that the human resource of this program is hardly sufficient and satisfying due to the lack of the 
midwives, Jampersal trainings, and the Jampersal guide-book. The late in Jampersal’s payment each 
year. In the second aspect which is Process, the researcher concludes that the participants’ database 
process components and the report system have been well managed, but, the service stage is 
considered poor due to a certain problem which is the unskillful and clumsy medical treatment done 
by the health practitioners when performing partus (baby delivering process). From the third aspect 
namely the Output of the Jampersal program, it can be concluded that the aspect reaches the target 
despite the fact that the K4 scope is 95% and it is considered unsatisfying considering the national 
standard. 
Keyword : Implementation, Jampersal, Input, Process, Output  
 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
Angka kematian dan kesakitan ibu hamil, bersalin dan nifas merupakan masalah yang 
kompleks. Di negara miskin sekitar 25-50% kematian wanita usia subur di sebabkan oleh 
masalah berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan nifas).
1
 Setiap hari, terjadi sekitar 1.000 
kematian ibu yang sebenarnya dapat dicegah yang berkaitan dengan kehamilan dan 
persalinan dan 99% dari seluruh kematian ibu terjadi di negara berkembang. 
Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  dan  Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  diIndonesia  
masih  cukup  tinggi  dibandingkan  dengan  negara  ASEANlainnya.  Menurut  data  Survei  
Demografi  Kesehatan  Indonesia  (SDKI)tahun  2007, AKI  228  per  100.000  kelahiran  
hidup, AKB  34  per  1000kelahiran  hidup,  Angka  Kematian  Neonatus    (AKN)  19  per  
1000kelahiran hidup. Berdasarkan kesepakatan global (Millenium DevelomentGoals/MDG’s  
2000)  pada  tahun  2015,  diharapkan  angka  kematian  ibumenurun  dari 228  pada  tahun  
2007 menjadi  102 per  100.000 danangka  kematian  bayi menurun  dari  34  pada  tahun  
2007 menjadi  23 per1000.
1
 
Tingginya AKI secara nasional juga tercermin di tingkat provinsi, termasuk di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2010 di Sulawesi Selatan, jumlah kematian ibu 
sebanyak 144 orang.
2
 Khusus untuk Kota Makassar, AKI pada tahun 2010 tercatat 3 kasus 
kematian ibu dari 25.830 kelahiran hidup. AKI merupakan barometer pelayanan kesehatan 
ibu di suatu Negara. Bila AKI masih tinggi berarti pelayanan kesehatan ibu belum baik, 
sebaiknya bila AKI rendah berarti pelayanan kesehatan ibu sudah baik.
3
Gambaran persentase 
cakupan pelayanan K1 menurut Kabupaten atau Kota di Sulawesi Selatan tahun 2010 tercatat 
sebesar 96,66 % dan K4 sebesar 85,48%. Cakupan K1 berada diatas target, namun cakupan 
K4 masih berada di bawah target nasional (95%).
2
 
Salah satu Puskesmas di kota Makassar yang menyediakan pelayanan Jampersal 
adalah Puskesmas Batua. Wilayah Puskesmas Batua yaitu kelurahan Batua, kelurahan 
Borong, kelurahan Paropo, dan kelurahan Tello baru. Menurut data dari Puskesmas Batua, 
jumlah kunjungan pasien sebelum program Jampersal diberlakukan pada tahun 2010 untuk 
pemeriksaan ibu hamil K1 terdapat 1187 orang,  pemeriksaan ibu hamil K4 terdapat 1169 
orang, dan untuk kunjungan rawat inap persalinan yang terdiri atas pasien Askes, Jampersal, 
dan Jamkesmas terdapat 777 orang.
4
 Setelah Jampersal mulai diberlakukan  sejak Januari 
2011  kunjungan ibu hamil K1 terdapat 1363 orang, kunjungan ibu hamil K4 terdapat 1280 
orang, dan kunjungan rawat inap persalinan terdapat 703 orang.
5
 Dari data tersebut dapat 
menunjukkan adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien dari tahun 2010 hingga 2011. 
 
 
Namun pada tahun 2012 jumlah kunjungan Jampersal mengalami penurunan untuk 
kunjungan ibu hamil K1  terdapat 1309 orang, kunjunagan ibu hamil K4 terdapat 1201 orang, 
dan kunjungan rawat inap persalinan terdapat 598 orang. Dari data tersebut dapat diketahui 
terdapat masalah dalam pelaksanan Jampersal di Puskesmas Batua. Sehingga penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang Gambaran Implementasi Program Jampersal di 
Puskesmas Batua.
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BAHAN DAN METODE 
Penelitian ini di lakukan di Puskesmas Batua Kota Makassar. Waktu pengumpulan 
datayang dilaksanakan selama 30 hari yaitu mulai tanggal 12 Maret hingga 12 April 2013. 
Jenis penelitian adalah penelitian yang menggunakan pendekatan survey deskriptif untuk 
menggambarkan implementasi program Jampersal  di Puskesmas Batua. Populasi penelitian 
adalah penanggung jawab, staf petugas  yang terlibat dalam pelayanan Jampersal di 
Puskesmas Batua kota Makassar. Informan dalam pemilihan yang informan menggunakan 
teknik purposive sampling. Data primer diperoleh dengan mengambil data dari responden 
dengan metode survei menggunakan kuesioner. Data sekunder melalui bagian pencatatan dan 
pelaporan mengenai cakupan K1 dan K4 setiap tahunnya di Puskesmas Batua. Pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam, kemudian di analisis dengan 
dengan mengelompokkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Dan selanjutnya, 
diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk analisis isi (content anaysis) atau naskah yang 
disertai penjelasan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada, kemudian dibuatkan 
matrix. Dari matrix ini kemudian dilakukan pengelompokan data/informasi berdasarkan 
fenomena.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Petugas Jampersal  di Puskesmas Batua Kota Makassar yang belum mengikuti 
pelatihan program Jampersal.Pelatihan tersebut memang tidak pernah dilakukan.Hasil 
tersebut sejalan dengan penuturan salah satu informan, beliau menyatakan bahwa : 
“Belum pernah ada pelatihan khusus Jampersal.Yang ada itu pelatihan untuk bidan saja”. 
       (Yu, 20 April 2013) 
Informasi yang sama di peroleh dari informan 
“ Kalo pelatihan Jampersal dek belum pernah di adakan  cuma pelatihan kebidanan entah  
pengisian format K1-K4 dan pengisian format bayi risti kah itu yang tiap tahunnya di 
adakanoleh Dinas Kesehatan.” 
        (Ri, 16 April 2013) 
 
 
Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa memang sejak awal sumber dananya dari dana 
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam pencairan dana Jampersal ini 
salah satu syarat utamanya adalah adanya rencana penggunaan dana Jampersal yang di 
uraikan dalam Plan Of Action( POA).Perifikasi dana Jampersal dari Dinas Kesehatan sangat 
lambat. Informasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara mendalam informan kunci sebagai 
berikut : 
” Dana Jampersal di buatkan dulu POA baru bisa cair  danaya. Misalnya pasien tahun ini 
500, kita perkirakan tahun depan 600 pasien. Jadi seperti itu mi dek caranya”. 
      (Da,20 April 2013) 
 
 Hasil wawancara dengan informan bahwa data pasien sangat diperlukan itu untuk 
melihat berapa jumlah pasien yang memperoleh pelayanan Jampersal. Hasil tersebut sejalan 
dengan salah satu penuturan informan bahwa: 
”Data pasien disini itu sangat penting karena itu di butuhkan juga dalam mengajukan dana 
di Dinkes”. 
         (Si, 1 Mei 2013) 
 Hasil wawancara dengan informan bahwa kelengkapan berkas pasien antara lain KK, 
KTP, dan foto copy buku KIA.  
 Hasil tersebut sejalan dengan salah satu penuturan informan  bahwa: 
” Berkas yang harus di bawah oleh pasien yang akan melakukan partu adalah KK, KTP, dan 
foto copy buku KIA”. 
        (Si, 2 Mei 2013) 
 
Responden yang puas terhadap pelayanan Jampersal sebanyak 78 orang ( 97,5 %) dan 
responden yang tidak puas sebanyak 2 orang ( 2,5 %).Sebagaimana penuturan salah seorang 
responden  yaitu 
“ kalo pemeriksaan kehamilan di sini bagus ji pelayanannya,tidak di persulit ji juga.” 
          (An, 23 April 2013) 
 
 Observasi dan wawancara terhadap responden pelayanan persalinan di Puskesmas Batua 
sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, karena keterbatasan tenga medis dalam  
proses persalinan, ada beberapa pasien yang kurang puas dengan pelayanannya. Hasil 
tersebut sejalan dengan penuturan responden yang mengatakan bahwa” 
“ pernah ka melahirkan di sini anak ke 2. Tapi yang  bikin ka tidak terlalu puas dengan 
pelayanannya. Waktu mau ma melahirkan. Masa pecah mi air ketuban baru itu kepalanya 
anak-anak mau mi keluar baru belum pi di tangani”. 
        (Fi, 25 April  2013) 
 
 
 
 Mendukung pemantauan dan evaluasi, dilakukan pencatatan dan pelaporan 
penyelenggaraan Program jaminan Persalinan secara rutin setiap bulan.Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan dan pelaporan untuk program 
Jaminan Persalinan telah di laksanankan di Puskesmas Batua. Hal ini diperkuat dengan 
penuturan salah seorang informan : 
“Kami di sini tidak membuat laporan tahunan. Hanya laporan bulanan yang tiap bulan 
harus kami laporkan ke Dinas Kesehatan kota Madya dek .. 
       (Ri ,28 JApril 2013) 
 
 Cakupan K1 dan cakupan K4 disetiap tahunnya semakin meningkat. Itu berarti kesadaran 
ibu hamil akan pentingnya kunjungan antenatal care sudah cukup baik. Sebagaimana 
penuturan salah seorang informan, 
“  Jumlah kunjungan K1 sampai K4  di Puskesmas ini tiap tahunnya mengalami peningkatan. 
Rata kunjungan ibu hamil dalam satu bulan berjumlah 50-100 orang. 
      (Da, 1 April 2013)  
Pembahasan 
 SDM merupakan aset utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif 
dari setiap aktifitas organisasi. SDM yang kurang mampu, kurang cakap, dan tidak terampil, 
salah satunya mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara optimal dengan cepat 
dan tepat pada waktunya.
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Jumlah petugas jampersal di puskesmas Batua di peroleh bahwa 
petugas Jampersal di puskesadi mas batua terdiri dari enam orang yakni seorang penanggung 
jawab / pemegang program Jampersal, dua orang petugas KIA, seorang petugas administrasi 
dan tiga orang adalah pelaksana harian Jampersal. Petugas-petugasnya tersebut memiliki 
tugas masing-masing. 
 Petugas administrasi di Puskesmas Batua adalah seorang  bidan yang diberi tanggung 
jawab untuk menangani administrasi pasien Jampersal dan memiliki keahlian di bidang 
administrasi. Latar belakang pedidikan petugas administrasi iniadalah D4 kesehatan. Petugas 
administrasi di Puskesmas Batua bertanggung jawab terhadap pasien Jampersal dan 
bertanggung jawab atas laporan administrasi jampersal.  
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai latar belakang pendidikan petugas Jampersal di 
puskesmas Batua bahwa penanggungjawab program Jampersal tersebut adalah seorang bidan 
berlatar belakang D4 Kesehatan, seorang kepala bagian  berlatar belakang D4. tiga bidan 
yang bertugas dalam pelaksanaan jampersal tersebut berlatar belakang pendidikan D3 
Kebidanan dan D4 kesehatan sedangkan untuk administrasinya berlatar pendidikan D4 
 
 
kesehatan.Untuk kualifikasi latar belakang pendidikan untuk petugas Jampersal puskesmas di 
Kota Makassar sudah memenuhi standar. 
  Hasil wawancara diperoleh bahwa belum ada petugas  Jampersal  di Puskesmas Batua 
yang mengikuti pelatihan khusus program Jampersal.  Karena belum ada petugasnya yang 
dilatih baik pemegang program Jampersal maupun pelaksana program, pihak puskesmas 
hanya mengikutsertakan petugas Jampersal pada pelatihan yang menyangkut kebidanan saja. 
Puskesmas juga kekurangan petugas kesehatan untuk menjalankan program  Jampersal. 
Untuk pelayanan terhadap masyarakat umum saja  masih sulit untuk memenuhi standar 
pelayanan masyarakat yang berdatangan setiap hari apalagi untuk petugas khusus seperti 
petugas Jampersal. Lama masa kerja petugas Jampersal di Puskesmas Batua rata- rata sudah 
lebih dari 5 tahun. Pengalaman kerja petugas  Jampersal di Puskesmas Batua sudah sangat 
banyak. Apalagi  menangani pelayanan pemeriksaan kehamilan ,  partus dan nifas. Selama 
menjadi petugas kesehatan khususnya menjadi petugas Jampersal insentif yang di terima oleh 
petugas tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah di kerjakan. Jasa medis petugas 
Jampersal sangatlah kurang dari yang seharusnya di berikan.  
 Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang 
memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas 
termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan 
rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) 
tingkat pertama.8 
 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yangdilakukan oleh Kiswati (2013)yang 
menyatakan bahwa tenaga atau petugas puskesmas sebagai pelaksana program PTM- anak 
balita cukup memadai kualitasnya karena petugas gizi puskesmas sebagai penanggungjawab 
program PMT- Balita telah mendapatkan pelatihan tentang PMT-Balita.9 
Dana adalah biaya yang dapat menunjang operasional pelayanan Jampersal. Meliputi dari 
sumber dana, alokasi dan kecukupan dana.  Untuk dapat melaksanakan kebijakan dari suatu 
program yang ada, para pelaksana harus mendapat sumber yang dibutuhkan agar program 
berjalan lancar, salah satunya dalam bentuk uang. Dana sebagai syarat kelancaran sebuah 
program harus dialokasikan secara tepat, demikian juga kelancaran dalam proses penyediaan 
dan penggunaannya. Jadi diharapkan perifikasi dari dinas kesehatan tidak terlalu lama. 
Sehingga dana untuk program Jampersal tepat pada waktunya dan agar pelaksaan 
kegiatannya lancar.10Biaya penganggaran pasien Jaminan Persalinan Puskesmas Batua  
Makassar bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sul-Sel selaku Tim Pengelola Jampersal 
 
 
Tingkat Kabupaten/Kota.Puskesmas Batua menerima seluruh pasien baik umum maupun 
yang menggunakan jaminan kesehatan seperti Jampersal. Untuk pasien umum 
pembayarannya berupa pembayaran langsung, tetapi untuk pasien jaminan kesehatan baik itu 
Jamkesmas, Jamkesda ,dan Jampersal sendiri pembayarannya berupa tagihan yang dikirim ke 
dinas kesehatan yang merupakan penyedia dan penyalur dana jaminan kesehatan gratis. 
 Untuk  memperoleh dana Jampersal harus membuat laporan terlebih dahulu mengenai 
perincian dana yang akan di gunakan dalam pelaksanaan pelayanan Jampersal. Laporan 
tersebut  di bawa ke dinas provinsi, kemudian ke dinas kota dan setelah itu dananya 
dibagikan ke puskesmas-puskesmas yang tersedia  layanan Jampersal. 
 penyaluran dana Jampersal sampai saat ini belum tepat waktu. Puskesmas Batua 
pencairan dana untuk Jampersal harus menunggu ferivikasi dari Dinas Kesehatan Kota 
Makassar. Dana Jampersal tersebut juga tidak dapat langsung cair, Puskesmas batua harus 
menunggu cairnya dana Jampersal beberapa bulan lagi. Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut pihak puskesmas melakukan subsidi silang terhadap jaminan kesehatan yang lain 
misalnya Jamkesmas dan Jamkesda. Puskesmas Batua juga bekerja sama dengan beberapa 
toko seperti toko alat tulis kantor dan toko yang menyediakan kebutuhan pokok. Hal ini 
dilakukan Puskesmas Batua  untuk membayar jasa medik dokter dan bidan, makan dan 
minum pasien, serta keperluan alat tulis kantor. Setelah dana Jampersal cair barulah dana 
yang di ambil dari subsidi silang,dari toko kebutuhan pokok serta toko alat tulis kantor dapat 
terbayarkan.  
 Penelitian Yusnita Maani (2013) yang menyatakan bahwa Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Keberhasilan Pencapaian Cakupan K4 di Puskesmas Rosowari Semarang, 
memaparkan bahwa di Puskesmas Rosowari sudah memiliki anggaran khusus unutuk 
pelayanan antenatal khususnya fokus K4 karena dana tersebut sudah diambil dari dana BOK 
yaitu Jampersal, untuk yang lainnya seperti melakukan pembinaan face to face tidak ada dana 
khusus. Puskesmas memakai dana personal dengan tujuan agar target program tercapai. 
Dalam ketersediaan dana tidak ada kendala yang dihadapi. Untuk pelayanan dengan memakai 
jampersal, maka pelayanan ANC bagi pasien atau ibu hamil menjadi gratis untuk memotivasi 
ibu hamil utuk periksa.11 
Penelitian yang sama menunjukkan pelaksaan program VCT adalah dana yang berasal 
dari bantuan Global Fund, bantuannya itu juga berupa penyediaan fasilitas-fasilitas yang 
mendukung pelaksanaan pelayanan VCT. Untuk  memperoleh dana tersebut harus membuat 
laporan terlebih dahulu mengenai perincian dana yang akan di gunakan dalam pelaksanaan 
 
 
pelayanan VCT. Laporan tersebut  di bawa ke dinas provinsi, kemudian ke dinas kota dan 
setelah itu dannya di bagikan ke puskesmas-puskesmas yang tersedia  layanan VCT.12 
 Sarana dan prasarana sudah cukup lengkap, hanya ada beberapa yang tidak tersedia 
seperti,  Modul Pedoman Pelayanan Jaminan Persalinan, leafleat, dan brosur pelayanan 
Jampersal. Hasil itu juga didukung dengan wawancara dari salah satu informan bahwa Modul 
Pedoman Pelayanan Jaminan Persalinan itu tidak ada di puskesmas ini karena memang belum 
di bagikan dari Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk leafleat dan brosur tentang pelayanan 
Jampersal tidak ada karena bidan puskesmas Batua juga tidak turun langsung kelapangan 
untuk mensosialisasikan tentang Jampersal. Pihak Puskesmas hanya menunggu pasien. Dan 
seharusnya Dinas kesahatan dan petugas kelurahan yang telah ikut sosialisasi Jampersa yang 
mestinya melakukan sosialisasi ke masyarakat.  
 Hal ini sejalan dengan penelitian Hastuti Purba (2011)  yang menyatakan sosialisasi 
pihak puskesmas dengan masyarakat tidak berjalan baik. Ini dikarenakan tidak adanya 
pertemuan formal dan rutin antara pihak puskesmas dengan masyarakat terkait sosialisasi 
program jampersal.8 
 Proses ini lebih memfokuskan pada ketersedian data base, pelayanan  dan sistem 
pelaporan Jampersal di Puskesmas Batua. Hal-hal yang dilihat dari gambaran proses ini yaitu 
proses Ketesedian data base yaitu data pasien dan kelengkapan berkas pasien. Untuk 
pelayanan Jampersal yaitu pelayana antenatal care dan pelyanan partus.Dan untuk sistem 
pelaporan meliputi laporan bulan. 
Proses adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan 
yangberfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang 
direncanakan.13Padadasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana 
telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki dalam tindak lanjut. 
 Data pasien di puskesmas Batua bahwa pengelolaan data pasien Jampersal sudah di 
laksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Dari hasil wawancara dengan informan 
menyebutkan bahwa pengelolaan data pasien jampersal sudah lengkap. Data pasien 
Jampersal baik yang memerisakan kehamilan, partus, nifas, dan KB sudah kami rangkum 
dalam dokumennya masing-masing. Jadi tidak ada lagi kesalahan dalam mengolah data 
pasien.Pertanggungjawaban klaim pelayanan jampersal dari fasilitas kesehatan tingkat 
pertama ke Tim Pengelola Kabupaten/Kota dilengkapi:fotokopi kartu identitas diri sasaran 
yang masih berlaku (KTP atau identitas lainnya), dan bagi peserta jamkesmas dilengkapi 
dengan fotokopi kartu Jamkesmas.Fotokopi lembar pelayanan pada Buku KIA sesuai 
 
 
pelayanan yang diberikan untuk Pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasukpelayanan 
bayi baru lahir dan KB pasca persalinan.  
  Pelayanan antenatal care dan partusyang diberikan kepada tiap pasien jampersal oleh 
pihak Puskesmas Batua menyesuaikan dengan tenaga kesehatan khususnya bidan yang ada di 
Puskesmas Batua yang sangat terbatas maka para bidan dibagi tugaskan persift kerja, demi 
lancarya pelayanan kepada setiap pasien. Tugas bidan Jampersal di Puskesmas Batu terbagi 
menjadi dua yaitu dua orang yang bertugas di ruang pemeriksaan kehamilan ( antenatal care) 
dan 4 orang bertugas di ruang persalinan ( partus ). 
  Selain melayani pasien yang melakukan pemeriksaan antenatal care dan pasien partus 
bidan Jampersal di Puskesmas Batua juga turun langsung kesetiap kelurahan yang menjadi 
wilayah kerja Puskesmas Batua untuk mengontrol kesehatan ibu hamil. Karena Bidan 
Puskesmas yang hanya berjumlah enam orang, sedangkan pasien yang masuk sangat banyak 
sehingga sering kali petugas puskesmas kewalahan dalam memberikan pelayanan. 
  Pelayanan yang diberikan kepada tiap pasien jampersal oleh pihak Puskesmas Batua 
menyesuaikan dengan tenaga kesehatan khususnya bidan yang ada di Puskesmas Batua yang 
sangat terbatas maka para bidan dibagi tugaskan persift kerja, demi lancarya pelayanan 
kepada setiap pasien. Tugas bidan Jampersal di Puskesmas Batu terbagi menjadi 2 yaitu 2 
orang yang bertugas di ruang pemeriksaan kehamilan ( antenatal care) dan 4 orang bertugas 
di ruang persalinan ( partus ). 
  Selain melayani pasien yang melakukan pemeriksaan antenatal care dan pasien partus 
bidan Jampersal di Puskesmas Batua juga turun langsung kesetiap kelurahan yang menjadi 
wilayah kerja Puskesmas Batua untuk mengontrol kesehatan ibu hamil. Karena Bidan 
Puskesmas yang hanya berjumlah enam orang, sedangkan pasien yang masuk sangat banyak 
sehingga sering kali petugas puskesmas kewalahan dalam memberikan pelayanan. 
  Dari hasil wawancara dengan bidan di Puskesmas Batua Makassar, kewalahan yang 
sering terjadi di ruangan persalinan. Karena di ruangan bersalin ( partus) ini jumlah bidan 
yang di tugaskan tidak sesuai dengan jumlah pasien yang melakukan partus. Jumlah pasien 
rata- rata perbulan yang melakukan partus terdapat 50-90 orang. Perawat dan bidan  
bertanggung jawab dengan ruangan mereka. Bidan bertanggung jawab di ruang bersalin ( 
partus) sedangkan perawat bertanggung jawab di ruang gawat darurat. Kurangnya tenaga 
medis yaitu bidan sangat menghambat pelayanan di Puskesmas Batua. 
  Pelayanan antenatal care dan pelayanan partus yang telah dilaksanakan di Puskesmas 
Batua merujuk pada Junis. Dari hasil kuesioner yang diberikan tentang pelayanan antenatal 
 
 
care sebanyak 78 pasien merasa puas dan 2 orang pasien merasa tidak puas. Dilihat dari 
kepuasan pasien, pelayanan antenatal care di Puskesmas Batua sudah cukup baik. 
  Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan dan pelaporan 
pelaksanaan Jaminan Persalinan secara rutin setiap bulan.Hasil kegiatan pelayanan Jaminan 
Persalinan dilakukan oleh fasilitas kesehatan pada register pencatatan yang sudah 
ada.Fasilitas kesehatan wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota selaku Tim Pengelola pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya. 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku Tim Pengelola Kabupaten/Kota wajib melakukan 
rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan Jaminan Persalinan program di 
wilayah Kabupaten/Kota setempat dan melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi 
setiap tanggal 10 setiap bulannya. 
  Dinas Kesehatan Provinsi Sul-Sel selaku Tim Pengelola Provinsi wajib melakukan 
rekapitulasi laporan hasil kegiatan dari setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 
melaporkannya kepada Pusasetiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.Kementerian 
Kesehatan/Tim Pengelola Pusat wajib melakukan rekapitulasi laporan dari setiap provinsi 
untuk menjadi laporan nasional setiap bulan/trimester/semester/tahun.  
  Penelitian yang sejalan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara laporan PWS-KIA 
Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan penerapan MTBS di 18 puskesmas terlihat bahwa 
lemahnya fungsi pengorganisasian dan koordinasi pelaporan kegiatan penerapan MTBS 
Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Ketidaksesuaian dan kesalahan ini bisa 
berakibat fatal dalam hal pelaporan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini bisa 
menimbulkan kesalahpahaman dalam menyusun laporan ke pusat yang menganggap 
puskesmas yang telah masuk laporan cakupan MTBS telah melaksanakan MTBS padahal 
kenyataannya tidak dilaksanakan.
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  Pelayanan antenatal care dan pelayanan partus sangat penting bagi ibu hamil. Dengan 
memeriksakan kehamilan kepada petugas kesehatan. Ibu hamil dapat melihat perkembangan 
janinnya. Begitu pula dengan pelayanan persalinan. Pasien Jampersal ingin menerima 
pelayanan yang baik dari petugas kesehatan.   
  Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menyatakansebagian besar pasien belum 
memiliki kartu identitas maka dilakukan kebijakan dengan membuat KTP sementara. Akan 
tetapisifatnya sementara yaitu masa berlakunya 1 (satu) bulan, sering kali hal ini 
menimbulkan masalah juga, yaitu terhambatnya klaim dilakukan apabila pelayanan sudah 
dilakukan secara lengkap sampai dengan pemeriksaan nifas, yang kurang lebih dari 40 hari 
setelah persalinan. Kendala indentitas juga menyulitkan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit.8 
 
 
  Hasil pelaksanaan suatu program akan menghasilkan suatu keluaran (output). Output 
Program Jampersal di Kota Makassar memperlihatkan suatu cakupan antenatal care yaitu 
cakupan K1 dan K4, sebagaimana standar minimal dan maksimal. Secara keseluruhan 
Cakupan K1 dan K4 di Puskesmas Batua  sudah memenuhi target. Setiap tahunnya kunjungan 
ibu hamil meningkat. Namun ada beberapa ibu hamil yang masih kurang kesadarannya untuk 
memeriksakan kehamilan pada petugas kesehatan. 
  Pada tahun 2011 terdapat cakupan K1 sebesar 96,31 % dan pada tahun 2012 terdapat 
cakupan K1 sebesar 99,85 %. Tingginya cakupan K1 tahun 2011 hingga 2012 
memperlihatkan bahwa ibu hamil sudah sadar akan pentingnya pemeriksaan kehamilan. 
Sedangkan pada tahun 2011 terdapat cakupan K4 sebesar 90,76% dan pada tahun 2012 
terdapat cakupan K4 sebesar 91,61 %. Ini menunjunkkan bawah masih banyak ibu hamil 
yang tidak memeriksakan kehamilannya pada semester ke 3 dan menjelang persalinan.   
  Sikap petugas akan membentuk persepsi ibu hamil tentang pelayanan antenatal. Petugas 
yang memberikan kesan yang baik terhadap ibu hamil serta menunjukkan kemampuan, 
ketelitian, keterampilan dalam mengatasi kesulitan yang dialami pasien dengan cepat sesuai 
dengan tuntunan akan membuat ibu hamil merasa percaya diri untuk memeriksakan kesehatan 
dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini akan berdampak pada keinginan ibu untuk 
melanjutkan pemeriksaan kehamilan di pelayanan kesehatan tersebut.
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Gambaran input yang di peroleh dari pelaksanaan program pelayanan Jampersal yang 
meliputi ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan sarana, ketersediaan dana masih 
kurang baik.Sumber daya manusia belum mencukupi dan belum pernah mengikuti 
pelatihan.sarana dan dan pun tersedia dan mencukupi.Gambaran proses yang di peroleh dari 
ketersediaan data base, pelaksanaan program Jampersal dan sistem pelaporan sudah cukup 
baik hanya saja pada pelayanan Jampersal dapat dikatakan masih kurang karena adanya 
permasalahan pada tahap pelayanan yaitu masalah lambannya tindakan medis oleh tenaga 
kesehatan pada saat akan melakuakan partus.Gambaran output yang di peroleh dari 
pelaksanaan program Jampersal dilihat dari kunjungan antenatal care sudah memenuhi target 
cakupan K1 minimal 95% walaupun untuk cakupan K4 masih dibawah standar Nasional yang 
belum memenuhi target. 
 
 
 
 
Kepada pihak Puskesmas Batua Kota Makassar agar menambah tenaga medis yaitu 
bidan, dokter, dan perawat.Agar pelayanan jampersal terlaksana dangan baik.Sebaiknya 
mengadakan pelatihan secara berkala kepada semua petugas Jampersal agar dapat menambah 
pengetahuan dan keterampilan petugas Jampersal sehingga kualitas petugas lebih 
ditingkatkan. 
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MATRIKS HASIL WAWANCARA INFORMAN 
EVALUASI PROGRAM JAMPERSAL DI PUSKESMAS BATUA KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 
 
No Informasi 
Kode 
Informan 
Emik Etik Interpretasi 
 
Pelatihan 
Jampersal 
Yu 
“Belum pernah ada pelatihan 
khusus Jampersal. Yang ada itu 
pelatihan untuk bidan saja”. 
 Kegiatan pelatihan secara 
berkala merupakan salah satu 
cara peningkatan kualitas 
SDM Kesehatan. 
Semua informan mengatakan 
belum pernah mengikuti 
pelatihan petugas Jampersal 
Hanya pelatihan kebidanan 
saja yang diikuti. 
Si Tidak pernah ka ikut pelatihan. 
Da 
Tidak ada pi pelatihan 
Jampersal bidan ji saja 
He Pelatihan bidan ji saya ikuti 
2 
Lama Kerja 
Sebagai 
petugas 
Jampersal 
 
Yu 
saya baru 2 tahun pegang 
program Jampersal. kalo 
insentif Jampersal menurut saya 
dek cukup kurang. karena tidak 
sebanding dengan jam kerja ta 
Lama kerja seseorang akan 
mempengaruhi kualitas kerja 
akibat pengalaman yang 
dimilikinya. 
 
Semua informan mengatakan 
baru 2 tahun menjadi petugas 
Jampersal. He 
12 tahun ma kerja di sini. Tapi 
kalo jadi petugas Jampersal 
baru 2 tahun. Karena ini 
program baru. insentifnya 
lumayan lah ,tapi lebih baik lagi 
kalo insentif di tambah 
Da 
Sudah 2 tahun ma jadi petugas 
Jampersal. 
  
Si 
Baru ka 2 tahun jadi petugas 
Jampersal. Karena baru ji ini 
program. 
3 
Sarana 
Jampersal 
Da 
”kalo buku pedoman Jampersal 
memang di puskesmas ini   tidak 
ada pi. Yang ada itu cuman 
buku pedomannya Jamkesmas.  
dipakai satu kali dan 
perlengkapan lain-lainnya 
Sarana dalam pelaksanaan 
Jampersal sudah cukup 
memadai.. 
 
 
 
 
Semua Informan Mengatakan 
Sarana Jampersal Lengkap 
Kecuali Buku Pedoman Buku 
Pedoman Jampersal . 
Yu 
Juknisnya ji Jampersal yang 
ada dek,kalo buku pedoman 
tidak ada di sini. Leafleat dan 
brosur tentang Jampersal juga 
belum di buat dek 
 
He 
Tidak ada buku pedoman 
Jampersal di sini. Yang ada 
Cuma Juknisnya. 
Si 
Kalo brosur n leafleat 
Jampersal  tidak ada. Karena 
memang kita tidak pernah 
membuatnya. 
4 Dana Jampersal 
Da 
Dana Jampersal di buatkan 
dulu POA baru bisa cair  
dananyya. Misalnya pasien 
tahun ini 500, kita perkirakan 
tahun depan 600 pasien. Jadi 
seperti itu mi dek caranya 
Dana untuk pelaksanaan 
Jampersal yang bersumber 
dari APBN 
( Kepmekes  RI No 2562 
Tahun 2011) 
Informan mengatakan bahwa 
semua dana Jampersal berasal 
dari APBN  
Yu 
Sumbernya dari dana APBN, 
kalau dana untuk Jampersal 
cairnya lama. Harus ki 
menunggu 3 sampai 4 bulan 
baru cair dananya. Jadi 
  
alternatif yang kita ambil ya 
mengutang dulu sama beberapa 
toko seperti toko yang menjual 
kebutuh pokok dan toko yang  
menjual ATK. 
He Dananya dari APBN ji. 
Si 
Semua sumbernya dananya 
dari APBN 
5 
Proses 
Jampersal 
Si 
Berkas yang harus di bawah 
oleh pasien yang akan 
melakukan partu adalah KK, 
KTP, dan foto copy buku KIA 
yang pake data real, tapi tidak 
beda jauh ji kayaknya.  
Proses Jampersal dimulai 
dari memeriksa kelengkapan 
berkas pasien,  
Memberi pelayanan antenatal 
care dan partus serta 
pencatatan dan pelaporan 
 
Proses pelaksanaannya masih 
kurang baik karena masih 
lambannya tindakan yang di 
ambil petugas medis. 
 
 
Da 
Proses kelengkapan berkas yaitu 
dengan KK, KTP dan buku KIA 
“ walaupun ada salah satu 
berkas yang tidak lengkap kami 
tetap memberi kesempatan 
untuk melengkapi berkas 
tersebut dua kali 24 jam.5 
  . 
Fi 
pernah ka melahirkan di sini 
anak ke 2. Tapi yang  bikin ka 
tidak terlalu puas dengan 
pelayanannya. Waktu mau ma 
melahirkan. Masa pecah mi air 
ketuban baru itu kepalanya 
anak-anak mau mi keluar baru 
belum pi di tangani 
 
Yu 
Laporan Program Jampersal itu 
dek di buatnya tiap bulan.  
  
Jadi setiap bagian yaitu bagian 
KIA dan kamar bersalin 
membuat laporan. Dan 
laporannya di rekap kemudian 
di laporkan ke Dinkes Kota. 
     
6 
Cakupan 
Jampersal 
Da 
Jumlah kunjungan K1 
sampaiK4  di Puskesmas ini 
tiap tahunnya mengalami 
peningkatan. Rata kunjungan 
ibu hamil dalam satu bulan 
berjumlah 50-100 orang 
Standar cakupan antenatal 
care lengkap yaitu minimal 
95% 
 
 
 
 
Cakupan antenatal care sudah 
baik memenuhi standard 
minimal 95%. 
 
Si 
alhmdulillah sudah sesuai 
target 
Yu 
Saya liat di pencatatannya ini 
kurang memenuhi standard, 
kurang tau ka juga kenapa 
karena saya pengganti 
sementara ji. 
He 
Alhmdulillah sudah memenuhi 
standarji, 
 
 
 
 
 
 
 
